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Mengingat 

BUPATI MUARA ENIM 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM 
NO MOR ~3 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUARA ENIM, 

a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 
tentang Penetapan Lokasi Penyelenggara Mal Pelayanan Publik 
Tahun 2019, bahwa Kabupaten Muara Enim ditetapkasn sebagai 
salah satu Lokasi Mal Pelayanan Publik; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mal 
Pelayanan Publik. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II 
dan Kota Praja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektroknik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektroknik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5952); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Nomor Tahun 2014 Nomor 224, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Serusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ); 

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 ten tang Percepatan 
Pelaksanaan Serusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 210); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

13. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar 
Layanan Infonnasi Publik (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 272); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 ten tang 
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; 



Menetapkan 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muara Enim; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim; 

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim; 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah; 

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Muara Enim; 

6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten 
MuaraEnim 

7. Pelayanan Publik adalah kegiatan a tau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi 
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut 
Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, 
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 
undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan 
hukum lain yang di bentuk semata-mata untuk kegiatan 
pelayanan publik. 

9. Mal Pelayanan Publik adalah suatu kegiatan atau aktivitas 
kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa 
dan/ atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan 
sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi 
pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pusat 
maupun Daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat 
keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang 
dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya; 

10. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya 
disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja 
penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan 
institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen 
yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan 
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata­
mata untuk kegiatan pelayanan publik; 



11. Instansi Terkait adalah lnstansi yang sesuai Tugas dan 
Fungsinya melaksanakan Pelayanan kepada Publik dan 
bekedudukan di Kabupaten Muara Enim; 

12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP 
adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses 
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap 
penyelesaian produk layanan melalui satu pintu; 

13. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah 
kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan yang 
proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke 
tahap terbitnya dokumen dilakukan oleh DPMPTSP. 

14. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang 
merupakan bukti legalitas, menyatakan sah a tau 
diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan 
usaha atau kegiatan tertentu; 

15. Pelayanan adalah Pemberian pelayanan di bidang perizinan dan 
nonperizinan dari penerimaan berkas permohonan sampai 
diterbitkannya dokumen; 

16. Perizinan adalah Pemberian dokumen dan bukti legalitas dari 
pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan 
tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undanngan; 

17. Nonperizinan adalah Pemberian dokumen dan bukti legalitas atas 
sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam 
kemudahan pelayanan dan informasi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

18. Pejabat Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat 
Daerah Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 
berkaitan dengan teknis; 

19. Tim Teknis PTSP adalah Tim yang anggotanya terdiri dari 
Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Muara Enim, berkedudukan 
dan berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

BAB Il 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Tujuan Pembentukan Mal Pelayanan Publik dimaksudkan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan 
publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah. 

(2) Tujuan dibentuknya Mal Pelayanan Publik ini untuk : 
a. Mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pusat dan 

Daerah dalam -satu lokasi atau gedung yang sama; 
b. Menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem; 
c. Meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para 

penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, 
pemanfaatan dan pengembangan layanan publik; 



d. Memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam 
memproses layanan pada satu lokasi atau gedung; 

e. Mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; 
dan 

f. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan 
yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan dan 
akuntabel. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah : 
a. penetapan lokasi; 
b. sumber daya manusia; 
c. pelaksanaan; dan 
d. mekanisme pelayanan. 

BAB IV 
PENETAPAN LOKASI 

Pasal 4 
Lokasi Mal Pelayanan Publik di Gedung Eks Dinas Pemuda dan 
Olahraga, Jalan Jenderal Sudirman (Depan GOR Pancasila) 
Kelurahan Muara Enim. 

BABV 
SUMBER DAYA MANUSIA 

Pasal 5 
Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan 
Publik menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat 
daerah/instansi terkait. 

BAB VI 
PELAKSANAAN 

Pasal 6 

(1) Kepala DPMPTSP adalah pengendali manajemen yang mengelola 
operasional Mal Pelayanan Publik; 

(2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1), Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(3) Dalam pelaksanaan pengendalian manajemen sebagaimana 
dimaksud ayat (1), Kepala DPMPTSP bertanggung jawab kepada 
Bupati Muara Enim. 



BAB VII 
MEKANISME PELA YANAN 

Pasal 7 

{ 1) Mekanisme pen em pa tan pelayanan yang dilakukan oleh 
Perangkat Daerah atau lnstansi Terkait dalam Mal Pelayanan 
Publil< dilakuk:an melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama 
antara Kepala DPMPI'SP dengan Perangkat Daerah atau Instansi 
Terkait. 

(2) Penyediaan dan Pemanfaatan Gedung untuk Pelaksanaan 
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publil< oleh Instansi Terkait 
menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Muara Enim 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan. 

(3) Setiap Perangkat Daerah dan/ atau lnstansi Terkait 
penyelenggara Mal Pelayanan Publil< bertanggung jawab atas 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan 
tugas dan fungsi dari Instansi tersebut berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 8 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan 
publil< sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam 
Perjanjian Kerja Sama. 

BAB VIII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 9 

(1) Biaya pelaksanaan Mal Pelayanan Publil< dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui 
dokumen pelaksanaan anggaran {DPA) DPMPTSP dan sumber lain 
yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) terdiri dari : 
a. Penyediaan telepon, air, listrik dan internet; 
b. Pengelolaan gedung; dan 
c. Penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi 

peralatan kerj~a} 
(3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama. 

(4) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
beban dan tanggung jawab masing-masing Penyelenggara 
Pelayanan Publilc sesuai tupoksi 

BAB IX 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 10 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 



BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan ini mulai berlaku tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Muara Enim. 

Diundangkan di Muara Enim 
pada tanggal 19 Agustus 20 19 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MUARA ENIM 

Dto 

HASANUDIN 

Ditetapkan di Muara Enim 

pada tanggal 19 Agustus 2019 

BUPATI MUARA ENIM 

Dto 

AHMADYANI 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 33 


